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Abstract: Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa legalitas dari 

instansi berwenang dan telah menjadi permasalahan serius di berbagai wilayah Indonesia. Aktivitas ini tidak hanya 

melanggar hukum tetapi juga berdampak negatif terhadap lingkungan dan sosial masyarakat sekitar. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis upaya penertiban yang dilakukan oleh aparat penegak hukum serta hambatan yang 

dihadapi dalam menangani aktivitas PETI, dengan fokus pada studi kasus di wilayah Kabupaten Mandailing Natal 

Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif 

dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen, dan observasi lapangan. Upaya penertiban yang 

dilakukan meliputi tindakan represif melalui operasi gabungan dan penegakan hukum, serta tindakan preventif dan 

pre-emtif melalui sosialisasi dan pendekatan persuasif. Diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat hukum, dan 

masyarakat dalam menciptakan solusi berkelanjutan untuk mengatasi aktivitas PETI dan mendorong praktik 

pertambangan yang legal dan berwawasan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban PETI masih 

menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya aparat, keterlibatan oknum, serta faktor sosial-ekonomi 

masyarakat yang bergantung pada pertambangan ilegal. 

Kata Kunci: Penambangan Emas Tanpa Izin, Penertiban, Penegakan Hukum, Lingkungan. 

 

Abstract : Illegal Gold Mining (PETI) is a mining activity carried out without legality 

from the authorities and has become a serious problem in various regions of Indonesia. 

This activity not only violates the law but also has a negative impact on the environment 

and society of the surrounding community. This study aims to analyze the efforts to 

control illegal gold mining by law enforcement officers and the obstacles faced in 

handling illegal gold mining activities, with a focus on a case study in the Mandailing 

Natal Regency area of North Sumatra Province. The research method used is a 

qualitative method with a descriptive approach with data collection techniques through 

interviews, document studies, and field observations. The efforts to control illegal gold 

mining include repressive actions through joint operations and law enforcement, as well 

as preventive and pre-emptive actions through socialization and persuasive approaches. 

Synergy is needed between the government, law enforcement officers, and the 

community in creating sustainable solutions to overcome illegal gold mining activities 

and encourage legal and environmentally friendly mining practices. The results of the 

study show that illegal gold mining control still faces various obstacles such as limited 

human resources, involvement of individuals, and socio-economic factors of the 

community that depend on illegal mining. 
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Pendahuluan 

 Aktivitas PETI di Kabupaten Mandailing Natal tersebar dibeberapa wilayah seperti 

Kecamatan Kota Nopan, Kecamatan Huta Bargot, Kecamatan Lingga Bayu, Kecamatan 

Ranto Baek, Kecamatan Sinunukan, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kecamatan Naga 

Juang dan Kecamatan Batang Natal. Untuk wilayah Kecamatan Batang Natal memiliki 

potensi cadangan emas yang cukup besar yang sejak dahulu sudah dikelola oleh 

masyarakat dengan menggunakan cara tradisional dan teknis yang sangat sederhana 

dengan menggunakan dulang kayu. Namun pada tahun 2004, tambang emas disini mulai 

dikelola secara lebih modern dengn menggunakan mesin yang dilakukan oleh perorangan 

atau kelompok.  

 PETI memang kini menjadi ancaman bagi semua pihak, baik dari pihak pemerintah 

Kabupaten Mandailing Natal khususnya dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada 

umumnya maupun masyarakat yang secara lansung terkena dampak PETI berupa 

kerusakan lingkungan. Kerusakan  lingkungan hidup  menurut Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah 

perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, atau hayati 

lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. untuk 

kasus kerusakan lingkungan akibat PETI  di  Kabupaten  Mandailing Natal Pemkab tetap 

berupaya melakukan pemulihan lingkungan hidup dengan membentuk tim Pemulihan 

lingkungan hidup yang mana tim tersebut dibentuk menyusul langkah pemerintah pusat 

dalam mendelegasikan penertiban sertifikat standar dan izin usaha di bidang 

pertambangan mineral dan batu bara kepada pemerintah provinsi sesuai peraturan 

presiden No. 55 Tahun 2022. 

 Walaupun  kegitan larangan tentang aktivitas PETI sudah  diatur  dalam Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  4  Tahun  2009  

Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana  dalam Ketentuan Pasal 158 diubah 

sehingga berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa 

izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 

5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).” 

Namun hal ini tidak menjadi alasan masyarakat untuk berhenti karena pada fakta di 

lapangan masih sering ditemukan masyarakat yang melakukan penambangan. 

 Lembaga kepolisian merupakan lembaga pertama yang berkewajiban 

melaksanakan penegakan hukum. Untuk pencapaian tujuan tersebut tentulah   harus 

dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa, termasuk bidang penegakan hukum 

pidana. Hukum dalam suatu masyakat bertujuan untuk menciptakan adanya suatu 

ketertiban dan keselarasan dalam berkehidupan. Hukum itu mempunyai sifat mengatur 
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dan memaksa. Suatu peraturan hukum adalah untuk keperluan penghidupan masyarakat, 

mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan untuk keperluan atau kepentingan 

perseorangan atau golongan, hukum juga menjaga hak-hak dan menentukan kewajiban-

kewajiban anggota masyarakatnya agar terciptanya suatu masyarakat yang teratur, adil, 

dan makmur. Penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari peran aparat penegak 

hukum. 

 Dari data yang diterima dari pihak Kepolisian Resort Mandailing Natal terdapat 

beberapa kasus hasil dari kegiatan penertiban yang telah dilakukan terkait penambang 

ilegal yang dilakukan masyarakat. data pihak kepolisian dari tahun 2019 sampai dengan 

2024 terkait kejahatan penambangan ilegal ini, adapun dari data tersebut diuraikan dalam 

tabel sebagai berikut: 

Tabel 1. Data Hasil Penertiban PETI Tahun 2019-2024 

No Periode Jumlah Kasus PETI Jumlah Tersangka 

1 2019 1 Kasus 1 

2 2020 - - 

3 2021 1 Kasus 0 

4 2022 3 Kasus 7 

5 2023 - - 

6 2024 5 Kasus 7 

Jumlah Total 10 15 

Sumber: Polres Mandailing Natal Tahun 2024 

 Adapun Teori yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu, Teori Pengawasan dan 

Penertiban yang mana dikemukakan oleh Handoko dan Widjajanti Pengawasan dan 

Penertiban merupakan dua konsep yang saling terkait dalam konteks manajemen 

organisasi. Teori ini memiliki peran penting dalam menciptakan situasi yang tertib, aman, 

dan efektif dalam mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Penggunaan teori 

pengawasan memiliki alasan logis yang kuat terkait dengan konsep Penertiban 

Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Teori pengawasan membantu dalam mencapai 

tujuan penertiban dengan memberikan kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur. 

Dengan menggunakan teori pengawasan, langkah-langkah yang dilakukan untuk 

menciptakan situasi atau keadaan yang tertib dan aman dapat dirancang dengan lebih 

efektif dan efisien. 

 Dalam penelitian ini, fokus utamanya adalah untuk menganalisis tindakan ataupun 

langkah seperti apa yang telah dilakukan oleh pihak berwenang dalam mengatasi 

permasalahan Penertiban Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten 

Mandailing Natal. 
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 Penelitian ini memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Secara akademis, 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan akademisi, memperkaya 

literatur dan pengembangan pengetahuan secara berkelanjutan serta dapat menjadi 

referensi penelitian selanjutnya tentang Penambangan Emas Tanpa Izin agar lebih baik 

lagi. Sedangkan secara praktis, Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan 

masukan atau sumbangan pemikiran terhadap instansi terkait agar dapat menangani 

permasalahan yang disebabkan oleh Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin di seluruh 

Indonesia terutama di Kabupaten Mandailing Natal. 

Metodologi 

 Dalam Pe.ne.litian ini je .nis pe.ne.litian yang pe .ne.liti gunakan adalah je .nis pe.ne.litian 

kualitatif de .ngan pe.nde .katan de .skriptif. Pe .ne.litian kualitatif adalah je .nis pe .ne.litian yang 

be.rtujuan untuk me .mpe .role.h pe.mahaman me .nye.luruh te.ntang fe .nome.na yang dialami 

subje.k pe.ne.litian de .ngan cara me .nde.kripsikannya se .cara alami me .lalui kata-kata dan 

bahasa dalam konte .ks te.rte.ntu. Pe.nggunaan me .tode . kualitatif de .ngan pe.nde.katan 

de.skriptif me .miliki alasan bahwa agar pe.ne.liti dapat le.bih me.lihat se .cara me.ndalam dan 

me.nganalisis Pe .ne.rtiban Aktivitas Pe .nambangan E.mas Tanpa Izin (PE .TI) di Kabupate.n 

Mandailing Natal. 

 pe.laksanaan pe.ne .litian pe.nulis be.rte.mpatkan di Kabupate .n Mandailing Natal dan 

difokuskan pada Kantor Ke .polisian Re .sort (Polre .s). Pe .milihan lokasi ini dikare .nakan di 

Kabupate .n Mandailing Natal aktivitas pe .nambangan e .mas tanpa izin masih se .ring 

dite .mukan di be.rbagai dae .rah. 

 Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  

sekunder. Untuk    memperoleh    informasi    yang    berkaitan    dengan    topik    

penelitian,    penulis menggunakan   beberapa   teknik   pengumpulan   data.   Teknik-

teknik   tersebut   meliputi wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Sementara  itu,  

analisis  data  dilakukan  melalui empat  tahap,  yaitu  pengumpulan  data,  reduksi  data,  

penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan 

Hasil dan Pembahasan  

 Tujuan dari penelitian ini yaitu, menganalisis Penertiban Aktivitas Penambangan 

Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Mandailing Natal serta menganalisis faktor 

penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaannya. Analisis penelitan ini 

menggunakan Indikator Pe.ne.rtiban atau Pe .nindakan ole.h Lumbantoruan, A. H. et al 

(2024) yang me.nye.butkan bahwa langkah Pe .ne.rtiban ada 3, yaitu: Pre .- E.mtif, Pre.ve.ntif 

dan Re.pre.sif 
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Penertiban Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Mandailing 

Natal 

Pe.ne.rtiban Aktivitas PE .TI di Kabupate .n Mandailing Natal se .jatinya te .lah 

dlaksanakan se .jak dari dulu hanya saja hingga saat ini Aktivitas Pe .nambangan E .mas baik 

di aliran air sungai ataupun di dae .rah dataran tinggi be.rupa kawasan hutan di Kabupate .n 

Mandailing Natal hingga saat ini masih te .rdapat banyak masyarakat yang me .lakukan 

Pe.nambangan se.cara Ile .gal. Be.rbagai cara te .lah diambil ole .h pihak Be.rwe.nang untuk 

be.rusaha me .nce.gah Aktivitas PE.TI agar be.rhe.nti be.rope.rasi supaya tidak me.nye.babkan 

ke.rusakan lingkungan yang le .bih luas hanya saja ke .nyataannya ke .tika Tindakan te .lah 

diambil tidak lama be .be.rapa hari se.te.lah itu Aktivitas PE .TI ke.mbali be.rope.rasi lagi. 

Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah upaya tindakan yang telah dilakukan pihak Polres 

Madina dalam melakukan Penertiban Akivitas Penambngan Emas Tanpa Izin (PETI) di 

Kabupaten Mandailing Natal 

1. Pre Emtif  

Pre.-E.mtif adalah tindakan ataupun langkah awal yang diambil ole .h pihak 

Ke.polisian Mandailing Natal dalam upaya untuk me .nce.gah te.rjadinya aktivitas 

Pe.nambangan E.mas Tanpa Izin(PE .TI). Untuk me .nce.gah akan maraknya aktivitas PE .TI 

pihak Ke.polisian de .ngan Instansi lain te.rus me .nge.de.pankan langkah-langkah Pre.-e.mtif 

yang be.rsifat E.dukatif dan Pe .rsuasif. Se .be.lum langkah pre.-e.mtif diambil pihak ke .polisian, 

Pihak Ke .polisian te.re.bih dahulu me .nge .dinte .fikasi wilayah yang rawan akan te .rhadap 

Pote .nsi PE.TI. Akan te.tapi se .jauh ini tindakan Pre .-e.mtif yang di lakukan ole .h pihak Polre.s 

be.se.rta instansi te.rkait dalam upaya me .nce.gah te .rjadinya aktivitas PE .TI di anggap kurang 

e.fe.ktif hal ini se .suai de.ngan fakta yang ada di lapangan bahwasannya Himbauan ataupun 

larangan yang dilakukan pihak Ke .polisian tidak di indahkan ole .h masyarakat se .kitar 

me.re.ka te.rus be.rupaya me .lakukan aktivitas Pe .nambangan. 

2. Preventif 

Pre.ve.ntif adalah tindakan yang dilakukan ole .h pihak Ke.polisian se .bagai aparat 

pe.ne.gak hukum dalam upaya me .re.ka me.nce.gah Aktivitas PE .TI ini dapat be .rke.mbang 

le.bih luas. Dalam konte .ks pe.ne.rtiban PE .TI, tindakan pre .ve.ntif difokuskan pada ke.giatan 

yang be.rtujuan me .ngurangi pe .luang dan pote.nsi te.rjadinya aktivitas Ile .gal me.lalui 

Pe.ngawasan Ke.tat se.rta Pe.nde.katan Pe .rsuasif ke .pada se.luruh kalangan masyarakat, 

tokoh adat dan tokoh agama. Dalam upaya me .ngawasi dan Me .ne.kan Aktivitas 

Pe.nambangan E.mas Tanpa izin(PE .TI) pihak ke.polisian te .rus be.rupaya se.cara rutin 

me.lakukan Patroli di wilayah-wilayah yang te.rindikasi rawan akan aktivitas 

Pe.nambangan Ile .gal. Patroli ini biasanya dilakukan se .cara mandiri ole.h pihak ke .polisian 

yang be.rada dise .ktor ke.camatan ataupun para polisi yang be .rtugas se .bagai 
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Bhabinkamtibmas se .lain dari instansi ke .polisian instansi lain se .pe.rti TNI,Dinas 

Lingkungan Hidup dan Pe .me.rintah dae.rah juga ikut be .rsama-sama me .ngawasi se .gala 

tindakan yang dinilai me .ncurigakan. 

3. Represif 

Re.pre.sif adalah langkah te .rakhir yang diambil ole .h pihak ke.polisian dalam upaya 

me.nindak para pe.laku PE .TI. Tindakan Re .pre .sif me .rupakan upaya pe .ne.gakan hukum 

yang dilakukan ole.h aparat Ke.polisian se .te.lah te .rjadinya suatu pe .langgaran atau tindak 

pidana. Dalam konte .ks Pe .nambangan E.mas Tanpa Izin(PE .TI) tindakan Re.pre.sif diambil 

ke.tika Pe.nde.katan Pre .e.mtif dan Pre.ve.ntif tidak mampu me .nghe.ntikan aktivitas Ile .gal 

yang be.rlangsung. Dalam prose .s Pe.ne.rtiban  aktivitas Pe.nambangan E .mas Tanpa Izin 

(PE.TI) pihak Ke.polisian te.ntunya me.lakukan pe .nyitaan alat be.rat dan barang bukti 

lainnya yang digunakan dalam ke .giatan Ile .gal te .rse.but. Alat be .rat yang disita biasanya 

be.rupa E.xcavator, me.sin dompe .ng, se .rta pe .ndukung lainnya se .pe.rti se .lang, drum bahan 

bakar, dan pe .ralatan pe .murniaan E.mas. Pe .nyitaan dilakukan se .bagai bagian dari prose.s 

pe.ne.gakan hukum dan pe .nye.lidikan le.bih lanjut te .rhadap jaringan para pe.laku PE.TI. 

Salah satu tantangan utama yang dihadapi pihak ke .polisian dalam upaya pe .ne.rtiban 

aktivitas Pe .nambangan e .mas tanpa izin(PE .TI) adalah kondisi ge .ografis wilayah yang sulit 

dijangkau te .rutama diwilayah dae .rah pe .dalaman dan pe .rbukitan. Lokasi PE .TI umumnya 

be.rada jauh dari pusat pe .mukiman, te .rse .mbunyi di kawasan hutan, atau di are .a de.ngan 

akse .s jalan yang rusak, licin, se .mpit, bahkan tidak bisa dilalui ke .ndaraan be .rmotor se.cara 

langsung. Hal ini me .nyulitkan tim pe.ne.rtiban untuk me .lakukan mobilisasi pe .rsone.l 

maupun pe.rle.ngkapan pe .ndukung se .cara ce.pat dan e .fisie.n. 

A. Faktor Penghambat dan Pendukung Penertiban Aktivitas Penambangan Emas Tanpa 

Izin (PETI) di Kabupaten Mandailing Natal. 

1. Faktor Penghambat 

− Kurang dukungan dari Instansi lain, PE.TI me.rupakan pe.rmasalahan yang 

komple.ks yang tidak hanya be.rkaitan de.ngan Aspe.k Hukum, te.tapi be.rkaitan 

de.ngan kondisi sosial,e.konomi dan Lingkungan. Maka dalam hal ini untuk 

me.ngatasi pe.rmasalahan te.rse.but te.ntu saja tidak bisa hanya dilakukan ole.h aparat 

pe.ne.gak hukum saja akan te.tapi dibutuhkannya Ke.rja sama yang baik ole.h se.luruh 

pihak te.rkait agar sama-sama dalam me.ncari solusi te.rbaik untuk me.ngatasi 

pe.rmasalahan yang sudah lama adanya. 

− Sarana pendukung yang kurang optimal, Ke.mudian Faktor Utama Pe.nghambat 

lainnya  yang dihadapi pihak ke.polisian dalam upaya pe.ne.rtiban aktivitas 

Pe.nambangan e.mas tanpa izin (PE.TI) adalah tidak optimalnya sarana dan prasana 
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yang diperlukan hal ini mengingat kondisi ge.ografis wilayah yang sulit dijangkau 

te.rutama diwilayah dae.rah pe.dalaman dan pe.rbukitan. 

2. Faktor Pendukung 

− Adanya Re .gulasi Hukum, Larangan terhadap penambangan tanpa izin telah diatur 

melalui undang-undang yang saat ini masih terus berlaku dengan adanya dasar 

hukum yang jelas tentu saja bisa membantu pihak kepolisian dalam melakukan 

penindakan. 

− Adanya dukungan dari Kalangan Masyarakat, Ke .giatan PE .TI dalam be .rmasyrakat 

te.ntu saja banyak yang me.ngalami Pro dan Kontra. Dampak ne .gatif yang 

ditimbulkan ole .h PE .TI te .ntu saja me .ndorong masyrakat untuk me .laporkan 

Ke.pihak Be.rwajib agar ke .giataan se .pe.rti ini bisa ditindak. De .ngan adanya laporan 

dari masyrakat te.ntu saja bisa dimanfaatkan ole.h pihak ke.polisian se .baik-baiknya 

untuk  me.nindak para pe .laku PE.TI. 

 

Simpulan 

 Be.rdasarkan hasil pe .ne.litian diatas dapat diambil ke .simpulan yang dipe .role.h 

te.rkait Pe.ne.rtiban Aktivitas Pe.rtambangan E .mas Tanpa Izin(PE .TI) di Kabupate.n 

Mandailing Natal te .rdapat be.be.rapa langkah yang dilakukan ole .h Instansi Ke.polisian 

dalam me.lakukan Pe .nindakan te .rhadap para pe .laku PE.TI untuk me .nghe.ntikan aktivitas 

pe.nambangan, maka dari itu pe .ne.liti me.maparkan Ke.simpulan dari hasil pe .ne.litian dan 

sarannya se .bagai be .rikut: 

1. Pe.ne.rtiban Aktifitas Pe .nambangan E.mas Tanpa Izin di Kabupate.n Mandailing Natal 

se.jauh ini masih be.lum Optimal, Hal ini be .rdasarkan Wilayah yang ada bahwasannya 

masih be.rlangsung aktivitas Pe .rtambangan E .mas Tanpa Izin sampai Pe .ne.litian ini 

dibuat. Pihak ke .polisian hingga saat ini masih te .rus be.rupaya agar aktivitas ini bisa 

dihe.ntikan se.pe.nuhnya, akan te.tapi ada be.be .rapa faktor yang masih me .njadi bahan 

pe.rtimbangan lanjutan dalam Pe.laksanaan Pe .ne.rtiban ini. 

2. Hasil dari dalam pe .ne.litian ini me.nujukkan bahwa te .rdapat be.be .rapa faktor yang 

dapat me.nghambat dan me .ndukung dalam pe .laksanaan Pe .ne .rtiban Aktivitas 

Pe.nambangan E.mas Tanpa Izin(PE .TI) di kabupate .n Mandailing Natal. Adapun faktor 

yang me.nghambat upaya Pe .ne.rtiban dilakukan adalah Kurangnya dukungan Instansi 

Terkait dan kurang optimalnya sarana pendukung yang ada. Se.lain itu adapun faktor 

pe.ndukung Pihak Polre .s Mandailing Natal dalam me .lakukan pe .nindakan yakni; 

adanya UU yang me.ngatur me.nge.nai larangan pe .nambangan tanpa izin, se .lain itu 

te.ntunya dukungan dari masyarkat lokal te .ntu saja me .mbantu pihak ke .polisian dalam 
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me.lakukan Pe.ne.rtiban Aktivitas Pe .nambangan E.mas Tanpa Izin (PE .TI) di kabupate .n 

Mandailing Natal. 
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